WALIKOTA BENGKULU
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Menimbang

Mengingat

KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABENGKULU,

bahwa komposisi Anggota Tim Percepatan dan Jumlah
Staf Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu
belum memenuhi disiplin ilmu dan jumlah sesuai dengan
dokumen perencanaan dan langkah-langkah percepatan
guna pencapaian tujuan dan target-target pembangunan

daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

bahwabesaran honorarium Tim dan Sekretariat Tim
Percepatan pengaturanya harus berdasarkan Standar
Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga perlu

merubah Peraturan Walikota dimaksud,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1091);



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);



Menetapkan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan tentang Rencana Pembangunan jangka
Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA
BENGKULU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tim Percepatan Pembangunan
Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018
Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 6
Susunan keanggotaan TP2KB terdiri atas:
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Paling banyak 25 (dua puluh lima) orang anggota.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 14

(1) Anggota TP2KB diberikan honorarium.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
besarannya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah
Kota Bengkulu.



3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) danayat (3) diubah, sehingga
Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Untuk  memberikan  dukungan  administrasi,
keuangan, prasarana dan sarana kerja TP2KB,
dibentuk Sekretariat TP2KB yang berkedudukan di
Bapelitbang.

(2) Kepala Bapelitbang karena jabatannya ex efficio
sebagai kepala Sekretariat Tim dan dibantu oleh10
(sepuluh) orang staf sekretariat yang ditunjuk oleh
Kepala Bapelitbang.

(3) Sekretariat TP2KB diberikan honorarium yang
besaranya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah

Kota Bengkulu.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Februari 2020

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H.HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR...5....



